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PUTUSAN
Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.LB
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang
Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
penggugat, NIK xxx, tempat, tanggal lahir, xxx, umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di xxxt, dengan domisili elektronik
xxx@gmail.com;
Penggugat;
Lawan
tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir, xxx, umur 53 tahun, agama Islam,
pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Butuh Tani, tempat
kediaman di xxx, Sumatera Barat;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung
secara elektronik melalui aplikasi ecourt pada hari itu juga dengan register perkara
Nomor 371/Pdt.G/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah,
menikah pada tanggal 25 September 1996, sebagaimana ternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor: 530/49/X1/1996, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25
November 1996;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah
tangga rumah di orang tua Tergugat di Jalan Lintas xxx Kabupaten Agam
selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, karena Penggugat dan Tergugat
sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat
tinggal di rumah kediaman bersama di Durian Bungkuk, Jorong Il Geragahan,
Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai
berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul
sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
3.1.  xxx pendidikan terakhir SLTA;
3.2.  xxx, pendidikan terakhir SLTA;
3.3.  xxx, pendidikan S1;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 1999 mulai tidak
rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan karena:
4.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir
untuk Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang selalu membantu
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
4.2. Tergugat suka berkata-kata kasar yang sangat menyinggung hati
dan perasaan Penggugat;
4.3. Tergugat kurang jujur pada Penggugat dalam masalah keuangan
kepada Penggugat;
4.4, Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah sholat, ketika diingatkan
untuk sholat Tergugat malah mengatakan Tergugat akan sholat satu
bulan akan meninggal Tergugat baru sholat;
4.5. Tergugat suka menyabung ayam sehingga ketika dilarang Tergugat
malah mengatakan menyabung ayam adalah hobi Tergugat sehingga

hobi tersebut tidak bisa Tergugat tinggalkan;
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5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi
pada tanggal 16 April 2024 dimana pada waktu itu Penggugat sedang
menerima tamu yang ingin memasang kuku palsu, karena Penggugat dan
anak Penggugat dengan Tergugat sedang melayani tamu tersebut, tiba-tiba
Tergugat menghampiri Penggugat dan langsung mengeluarkan berkata-kata
kasar kepada Penggugat, karena tidak suka dengan sikap Tergugat maka
Penggugat marah kepada Tergugat sehingga terjadilah perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mana Tergugat
memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di xxx, sedangkan
Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Durian Bungkuk,
Jorong |l Geragahan, Nagari Geragahan, Kecamatan Lubuk Basung,
Kabupaten Agam;
6. Bahwa semenjak tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal 16 April 2024 lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat serta pihak
keluarga masing-masing, sudah pernah melakukan upaya untuk memperbaiki
hubungan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat
menurut peraturan hukum yang berlaku.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan

Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :
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Primer:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat
(penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Subsider:
Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang
didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rinaldi, M., S.H.I.)
tanggal 28 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan mencapai
kesepakatan, akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu
Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa oleh Hakim hasil mediasi tersebut dibacakan di persidangan dan
dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai tuntutan tentang
nafkah anak sebagaimana yang di ajukan oleh Penggugat, dengan kesepakatan
sebagai berikut:

Pasal 1
Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar nafkah
untuk satu orang anak yang bernama xxx, NIK 1306026103010002, perempuan,
tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 21 Maret 2001 minimal Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut menikah;

Pasal 2
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016, Penggugat sepakat untuk mengubah gugatannya dengan
memasukkan kesepakatan sebagaimana disebutkan di atas ke dalam surat

gugatannya;
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Pasal 3
Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan sengketa yang
belum disepakati (permasalahan perceraian) kepada Hakim pemeriksa perkara
untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar
kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk
umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah mediasi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan
dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya
meskipun Pengadilan telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan
serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 530/49/X1/1996, yang
dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam,
Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 25 November 1996. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi

1. xxxx. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a Ba
hwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri;

- Ba
hwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun
1996;
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- Ba
hwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga di xxx selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, setelah
itu sering berpindah-pindah tempat tinggal terakhir Penggugat dan
Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxx, Kabupaten Agam
sampai berpisah.

- Ba
hwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;

- Ba
hwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis namun sejak 5 (lima) tahun, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Ba
hwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah
karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir
untuk Penggugat sehingga Penggugat sering meminjam kepada Saksi,
dan Tergugat suka menyabung ayam, hal tersebut lah yang memicu
perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat keluar
dari kediaman bersama, dan tidak lagi melaksanakan hak dan
kewajiban sebagai suami istri;

- Ba
hwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah + dari 6 (enam) bulan yang lalu;

- Ba
hwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan
Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengeluh kepada Saksi
dan Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari

cerita Penggugat kepada Saksi;
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- Ba
hwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi
tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 6 (enam) bulan yang lalu,
dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah
berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Ba
hwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat;
- Ba
hwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau
menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam
membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak
berhasil;

2. xxxxt. Saksi adalah kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Ba
hwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah
pasangan suami isteri;
- Ba
hwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1996;
- Ba
hwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina
rumah tangga terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kediaman bersama di xxx sampai berpisah sampai berpisah;
a Ba
hwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
- Ba
hwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2
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(dua) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Ba
hwa saksi tahu penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat kurang
bertanggungjawab dalam memberi nafkah untuk Penggugat, dan
Tergugat mempunyai hobi suka menyabung ayam;

= Ba
hwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah
rumah + dari 6 (tahun) bulan yang lalu;

- Ba
hwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebelumnya;

- Ba
hwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui
Penggugat;

- Ba
hwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan atau
menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam
membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai, namun tidak
berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat, Penggugat membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada
gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Hakim
terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk
Basung untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya
adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut
penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan
Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 25 September 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang
mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah
pihak agar sengketa ini dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah
kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses

mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama Rinaldi, M., S.H.l. dan usaha
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mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, sebagaimana
Laporan Mediator tersebut tertanggal 28 November 2024, dengan demikian telah
pula terpenuhi ketentuan yang ada dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang berikutnya setelah mediasi tidak
tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain
untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah
memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan serta ketidakhadirannya
tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan
dilaksanakan di luar hadir pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang
harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita
gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah
tangga mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat telah bermeterai
cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah pada
tanggal 25 September 1996 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai
suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 25 September 1996,
sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Penggugat telah

memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah
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disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171
ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2
Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, dan
kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak 6 (enam) bulan, sejak itu tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban
sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung dalil-
dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi
tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat
bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat ternyata telah
dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangannya
didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara
satu dengan yang lain, maka berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 3e dan Pasal
308 serta 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan
keterangannya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan
oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan
fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah tinggal
bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan
Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di

atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua
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orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang
menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmabh;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat
sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sampai sekarang, maka
Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari
tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah
sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketenangan) dan rasa
mawaddah (cinta) serta rahmah (kasih sayang) sebagaimana maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT dalam al-Quran

surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
G &) da55 8550 1881 Jars L) 158 Lol (8l (e 183 S5 ) ailil Gro

Sy PRI QIR

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan

untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih

sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi

perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan
akan mendatangkan kemudaratan bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fikih

menyatakan:
ZJLcoJl > e fate alsa) ¢4

Artinya: “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik
kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa menurut Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak
kerusakan lebih baik daripada mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat;
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Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya
yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Hakim telah
menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim
untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam
Kitab Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi sebagai berikut:

Artinya: “Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada
suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak
satu”

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga
dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi,
sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi
unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya
Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan dapat
dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’'da dukhul) dan berdasarkan
catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum
pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan

adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum
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Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain sughra, oleh karenanya
petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan posita dan petitum gugatan Penggugat
yang didasarkan kepada kesepakatan damai sebagian tertanggal 28 November
2024, oleh karena kesepakatan damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal
27 ayat 2 dan Pasal 30 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim akan mempertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai masalah nafkah
anak yang bernama Asiska Zeriani minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016, Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan
hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi
kedua anak Penggugat dan Tergugat terkait dengan biaya nafkah anak
kedepannya pasca perceraian dan untuk menyesuaikan tingkat inflasi di masa
mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan
pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besaran nafkah anak yang
ditanggung oleh Tergugat perlu penambahan 10% setiap tahunnya sesuai
ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya
diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang
ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa meskipun kewajiban menafkahi anak lebih
dititkberatkan kepada ayah (Tergugat), namun Penggugat sebagai ibu kandung
juga dapat membantu biaya anak tersebut yang memang senyatanya berada di
bawah pengasuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa

nafkah dimasa yang akan datang untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama Asiska Zeriani, NIK 1306026103010002, perempuan,
tempat tanggal lahir Lubuk Basung, 21 Maret 2001 minimal Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut menikah dengan penambahan
10% per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Derry Damayanti, S.H.I.,
M.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung
Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24 November 2022. Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan
dibantu oleh Winda Harza, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh
Penggugat secara elektonik di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Derry Damayanti, S.H.l.M.H

Panitera Sidang
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Winda Harza, S.H
Perincian biaya :

- PNBP : Rp60.000,00
- Biaya Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp28.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
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